IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ATAS TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN

f

AN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi Pada
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Oleh :
SABAR
NPM : 20.10.0012

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
o PALEMBANG
& 2024




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama . Sabar

Npm :20.10.0012

Program Studi : [lmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul ~Implikasi Perubahan Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak

Pidana Ujaran Kebencian”

Palembang, 23 Agustus 2024
Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II
Yudi Fahrian, SH., M.Hum. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

UniversitagS\IBA Palemt;;mg

FAKULTAS HUgdH
R S M Hum

i



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Sabar
Tempat/ Tanggal lahir : Lubuk Tampui, 05 Mei 2000
NPM :20.10.0012
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interprctasi serta pernyataan dalam
pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini
kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan
penelitian pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari
pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.

2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan
untuk mendapat gelar akademik baik di universitas IBA maupun
perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila
dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut
di atas, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan
gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

: Palembang @A gustus 2023
‘%}@ ﬁ% Yang Membuat Pernyataan

» y  SEPULUH RIBU RUPIAH

METER -
i

NPM. 20.10.0012

iii



ABSTRAK

Judul dari penulisan skripsi ini adalah “Implikasi Perubahan
Undang Undang Nomor | Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian”. Di era digital saat
ini rentan digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti  Ujaran
Kebencian (Hate Speech) yang pemah di atur dalam undang- undang
nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai
mana tertuang dalam pasal 28 ayat 2 jo pasal 45A ayal 2 yang
menimbulkan multitafsir  dalam pengertian tindak pidana  ujaran
kebencian, schingga pencgak hukum atau penyidik sulit membedakan
pengertian wjaran kebencuan dengan pengertian kritik. Beberapa kasus
menunjukkan bahwa akibat multitafsir ujaran kebencian menimbulkan
ketidak pastian hukum dan ketidak adilan dalam pencrapan hukumnya.
Maka pemerintah telah mengambil langkah mengubah aturan tentang
Tindak Pidana Ujaran kebencian ini melalui undang-undang nomor 1
tahun 2024 tentang informasi dan transaksi clektronik scbagai langkah
kebijakan non penal dalam penegakan hukum pidana yang diharakan
sebagai perisai dalam bentuk menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian
(Hate Speech). Dari sisi kebijakan penal sebagai pencgakan hukum
refpresif diharapakan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan,
namun implikasi ini akan dilihat dalam penegakan hukum pidana ke
depan. Adapun permasalah yang timbul adalah 1. Bagaimana ketentuan
tindak pidana ujaran kebencian (/ate Speech) berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 2. Bagaimana
implikasi perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang
informasi  dan transaks1 elektronik terhadap tindak pidana Ujaran
Kebencian (/late Speech). Penelitian ini menggunakan metode normatif
dengan pendckatan  perundang-undang  (statute approach) yakni
menganalisis pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) undang-undang nomor
19 tahun 2016 dengan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) undang-
undang nomor | tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Hasil dari penclitian skripsi ini menunujukkan,  pertama tentang
konstruksi hukum tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam
KHUP dan diluar KHUP, Di dalam KHUP terdapat pasal 156,157,310,
dan 311 KHUP serta di luar KHUP diatur pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A
ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 menimbulkan dengan
perubahan pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) undang-undang nomor |
tahun 2024. Dalam penegakan hukum kebijakan penal telah menimbulkan
multitafsir atas penegrtian ujaran kebencian yang tidak bisa membedakan
dengan pegertian kritik schingga menimbulakan ketidak adilan bagi orang-
orang yang diangap melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Kedua
menyadari kelemahan kontruksi hukum ujaran kebencian yang sudah di
akomodir dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 4SA ayat (2) undang-undang
nomor |9 tahun 2016 maka pemerintah mengambil kebijakan pidana yang
berupa kebijakan non penal yaitu mengubah atau merevisi makna dan
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ujaran kebencian menjadi lebih sempit dan dibedakan dengan kritik
schingga implikasi yang diharapkan ujaran kebencian tidak lagi
menimbulkan multitafsir schingga dapat menjamin kepastian hukum dan
menimbulkan rasa keadilan. Sarannya pemerintah melakukan sosialisasi
secara terus menerus dan intensif oleh pemerintah penegakan hukum
kepada masyarakat agar tidak menimbulkan bagi persoalan-persoalan
hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian.

Kata kunci : ujaran kebencian, cyber cream, illegal conten, kebijakan
tindak pidana,
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